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ABSTRACT

The digital transformation era provides an opportunity for the public to exercise their right to
information, where public agency is required to provide documents and information through
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID). This openness promises an important role for
public participation through electronic access to information (E-Information), access to
electronic consultations (E-Consultation), and participation in electronic decision-making
(E-Decision Making). These three indicators are referred to as E-Participation. However, their
implementation has encountered obstacles, leading to the need for research on E-Participation in
the current community environment. This study employs a Soft System Methodology approach,
specifically the Multi-Factor Evaluation Process (MFEP) method. The objective is to identify the
indicators and criteria used in E-Participation, and to determine the level of E-Participation usage
in Central Java based on the indicators used. The criteria used in this study pertain to the
willingness of both the government and society, as well as the availability of infrastructure and
information. The ranking results of the level of E-Participation indicate that public
E-Participation is at an average level, where E-Information is the highest strengthening indicator,
followed by E-Consultation, and E-Decision Making is the lowest.
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ABSTRAK

Era transformasi digital memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas
informasi, di mana dokumen dan informasi tersebut harus disediakan oleh Badan Publik, melalui
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID). Keterbukaan ini menjanjikan bahwa
partisipasi publik mendapatkan peran penting melalui akses informasi secara elektronik
(E-Information), mendapatkan akses untuk melakukan konsultasi secara elektronik
(E-Consultation), dan turut dalam pengambilan keputusan secara elektronik (E-Decision
Making). Tiga indikator tersebut dinyatakan sebagai E-Participation. Hingga saat ini
penerapannya masih mengalami kendala, sehingga penelitian ini mengkaji terkait
E-Participation di lingkungan masyarakat saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan Soft
System Methodology yaitu metode Multi Factor Evaluation Process (MFEP). Penelitian ini
bertujuan mengidentifikasi indikator dan kriteria apa saja yang digunakan pada E-Participation,
dan mengetahui tingkat penggunaan E-Participation di Jawa Tengah berdasarkan indikator
yang digunakan. Kriteria-kriteria ditentukan di dalam penelitian ini kesediaan yang berkaitan
dengan pemerintah dan masyarakat, dan ketersediaan yang berkaitan dengan infrastuktur dan
informasi. Hasil pemeringkatan tingkat E-Participation menunjukkan bahwa E-Participation
masyarakat masih dalam tataran cukup, dimana E-Information adalah indikator penguat
tertinggi, dilanjutkan dengan E-Consultation dan yang terakhir adalah E-Decision Making.
Kata Kunci: E-Participation, MFEP, E-Information, E-Consultation, E-Decision Making
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PENDAHULUAN

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan undang-
undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008, dengan konsekuensi
semua badan publik harus menerapkan konsep pemerintahan terbuka. Konsekuensi lain
yang harus diimplementasikan adalah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumen (PPID) di setiap badan publik sebagai penyedia layanan terhadap kebutuhan
masyarakat yang meminta informasi secara terbuka (Buulolo, 2021; Nababan, 2020; M.
Sari & Mulyadi, 2020). Dalam implementasinya, masyarakat berhak mendapatkan
informasi terbuka sesuai prosedur standar yang ditetapkan dan dijaga mekanismenya
melalui payung hukum yang memadai. KIP diharapkan dapat mendorong Open
Government Data (OGD) di Indonesia semakin baik di masa yang akan datang. Dalam
berbagai studi tentang OGD yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
dijelaskan bahwa implementasi KIP dan OGD dapat berjalan efektif di beberapa negara
apabila terdapat kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, hal ini
dikarenakan keduanya akan memperoleh manfaat dari implementasi tersebut
(Lampoltshammer et al., 2019; Naranjo-Zolotov et al., 2019; Retnowati, Sunarto, et al.,
2019).

Permasalahan terkait KIP yang sering ditemui adalah manajemen KIP oleh
pemerintah atau badan publik yang masih memerlukan perhatian serius karena
beberapa faktor seperti komitmen organisasi, perawatan dan peningkatan dukungan
infrastruktur yang terus-menerus diperlukan, dan juga faktor pendanaan yang tidak
sedikit (Retnowati, Listiyono, et al., 2019). Oleh karenanya diperlukan model pelayanan
yang baik dengan strategi yang memperhatikan aspek budaya masyarakat, budaya kerja
serta peningkatan kemampuan sumber daya manusianya. Penerapan Electronic
Government (E-Gov) memberikan ruang partisipasi bagi segenap stakeholder ke arah
demokrasi partisipatif (Jiang et al., 2019; Naranjo-Zolotov et al., 2019). Pola demokrasi
partisipatif telah dikembangkan terutama dalam arah pendekatan demokrasi
partisipatif yang berasal dari tradisi demokrasi Eropa. E-Gov yang berhasil juga dapat
memberikan manfaat untuk mempromosikan politik partisipasi dengan memperluas
saluran informasi dan menyederhanakan proses komunikasi. Selain itu, di dalam
penerapan E-Gov tersebut diperkuat dengan Kkesediaan bangsa-bangsa untuk
menerapkan OGD (Retnowati et al., 2018a, 2018b). Kemudian, di dalam penerapannya
diperlukan peran serta aktif masyarakat dan para pengelola data yang disediakan oleh
pemerintah.

Lebih lanjut, pembahasan terkait E-Gov menjadi lebih beragam. Saat ini, masyarakat
dilibatkan dengan Electronic Participation (E-Participation) yang berkaitan erat dengan
tiga hal, yaitu: Electronic Information (E-Information), Electronic Consultation
(E-Consultation), Electronic Decision Making (E- Decision Making) (de Waal & Linthorst,
2020; Oni et al.,, 2020; Pirannejad et al,, 2019), kemudian menggunakan Measurement
and Evaluation Tool for Citizen Engagement and e-Participation (METEP) sebagai alat
ukurnya (United Nations Department of Social and Economic Affairs (UNDESA), 2014).
Penelitian terkait METEP juga telah dilakukan Mulyani (2018) dengan melakukan
implementasi pengukuran E-Participation menggunakan indikator METEP dengan
pendekatan Group Decision Making (GDM).

Secara faktual, berdasarkan pemeringkatan KIP Award provinsi Jawa Tengah tahun
2021 bahwa masih terdapat Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota masuk dalam
kategori menuju informatif terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumen.
Persoalan lain, yang terpotret dalam observasi dan pencarian data digital, ditemukannya
salah satu PPID yang memberikan laporan bahwa permohonan informasi melalui
sumber elektronik yang tersedia hanya 4 pemohon selama satu tahun. Kedua hal ini
mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan antara program E-Participation dan KIP
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yang diatur dalam undang-undang dengan realita penerapannya. Dua hal yang terpotret
pada observasi awal menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dan masyarakat
untuk tercapainya E-Participation dari tiga aspek E-Information, E-Consultation,
E-Decision Making masih belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk
1) mengidentifikasi indikator dan kriteria apa saja yang digunakan pada E-Participation;
2) mengetahui tingkat penggunaan E-Participation di Jawa Tengah berdasarkan
indikator yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini memberikan kontribusi di
bidang tata kelola sistem informasi maupun E-Gov sebagai bagian dari irisan ilmu
tentang penerapan sistem informasi yang kompleks.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM)
(Checkland, 2000; Warnilah et al, 2020; Xu et al, 2018) dengan tetap melakukan
serangkaian tahap penelitian, persiapan penelitian, pengumpulan data, Analisa dan
pengambilan kesimpulan. Adapun metode SSM yang digunakan adalah Multi Factor
Evaluation Process (MFEP), dimana metode ini sangat diperlukan pada tahap persiapan,
hingga pengambilan keputusan.

Objek penelitian ini adalah tiga PPID di wilayah provinsi Jawa Tengah yang memiliki
kategori berbeda, yaitu: Informatif, Menuju Informatif, dan Belum Informatif. Ketiga
PPID tersebut adalah PPID X, Y dan Z. Adapun metode pengambilan data dilakukan
melalui, yaitu: 1) observasi berkunjung langsung ke lokasi yang merupakan PPID Utama,
di Diskominfo masing-masing kota; 2) melakukan wawancara dengan pimpinan atau
pejabat pengelola untuk menentukan tingkatan dan bobot setiap indikator dan kriteria
yang ditemukan; 3) membagikan kuesioner kepada 150 responden yang merupakan
masyakarat di wilayah X, Y dan Z. Dari 150 responden, 50 kuesioner tidak terisi, sehingga
data sahih yang terkumpul adalah 100 responden. Data sahih yang terkumpul tersebut
diambil dengan metode stratified random sampling, dimana pengambilan sampelnya
dilakukan secara bertingkat, mencakup pembagian populasi menjadi sub kelas, sehingga
data 100 responden tersebut telah mempertimbangkan aspek rerata pada setiap
kelasnya (Informatif, Menuju Informatif, dan Belum Informatif).

Analisis data dilakukan dengan merujuk pada tahap-tahap algoritma MFEP. Dalam
pendekatan SSM, salah satu metode yang digunakan untuk menentukan perangkingan
atau memutuskan alternatif terbaik adalah MFEP. MFEP sering digunakan untuk
mengembangkan aplikasi berbasis pada pengambilan keputusan atau sering disebut
sebagai Decision Support System. MFEP digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang
mempertimbangkan penilaian dengan kriteria subjektif dan intuitif berdasarkan
sejumlah indikator dengan opsi-opsi atau alternatif yang ditentukan (Tarifu et al., 2021;
Xu et al.,, 2018). Setiap kriteria maupun alternatif diberikan bobot berdasarkan skala
prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dari pengambil keputusan (Tarifuetal., 2021;
Warnilah et al.,, 2020; Widjaja & Mujito, 2017; Xu et al., 2018).

Tahapan algoritma MFEP yang digunakan pada penelitian, sebagai berikut:

1) Penentuan indikator, kriteria dan bobot masing-masing kriteria, sebagai sumber
dasar penghitung dalam MFEP.
2) Menghitung Nilai Bobot Evaluasi (NBE), dengan rumus menggunakan

persamaan (1).

NBE = NBF x NEF (D)
Keterangan:
NBE = Nilai Bobot Evaluasi
NBF = Nilai Bobot Factor
NEF = Nilai Evaluasi Factor

JUSIFO (Jurnal Sistem Informasi), Vol. 8, No. 2, Desember 2022



54 | JUSIFO (Jurnal Sistem Informasi), p-ISSN: 2460-092X, e-ISSN: 2623-1662

3) Menghitung Total Bobot Evaluasi (TBE), dengan rumus menggunakan

persamaan (2)
TBE = NBE; + NBE, + NBE; + - NBE, (2)

Keterangan:
TBE = Total Bobot Evaluasi
NBE = Nilai Bobot Evaluasi
4) Melakukan perangkingan untuk mendapat keputusan
MFEP dalam penelitian ini dipergunakan untuk menghitung dan menjadi dasar
menentukan indikator E-Participation mana yang paling tinggi dan paling rendah,
sekaligus memberikan gambaran indikator yang paling perlu mendapatkan
perhatian dan yang didorong lebih signifikan mendukung terciptanya
E-participation. Adapun indikator yang akan diuji tingkatannya menggunakan MFEP
adalah E-Information (e-1), E-Consultation (e-C), dan E-Decision Making (e-DM) (Abu-
Shanab & Al-Dalou’, 2016; Le Blanc, 2020; Mulyani et al., 2018; A. M. Sari et al,,
2018). Masing-masing indikator harus dinilai berdasarkan sejumlah kriteria,
dimana Kriteria tersebut diperoleh dari hasil diskusi dan komunikasi secara intensif
dengan para pemangku kepentingan. Penentuan kriteria didasarkan atas
pengerucutan hasil diskusi yang selaras dengan indikator yang sudah termaktub di
dalam METEP. Kriteria pada setiap indikator didasarkan atas pengamatan dan fakta
tentang kesiapan dan kesediaan bagi dari sisi pemerintah penyedia informasi
maupun dari sisi masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan informasi. Kriteria
tersebut dapat dilihat pada Tabel 2, dari masing-masing indikator.
Tabel 1 menjelaskan indikator dengan berpijak pada definisi E-Participation yang
dikeluarkan oleh PBB. Kriteria yang diperoleh didasarkan atas perspektif teoritis dan
fakta yang berkaitan dengan tiga indikator (e-I; e-DM; e-C).

Tabel 1. Indikator E-Participation

Kode Indikator
e-1(11) E-Information
e-C(12) E-Consultation

e- DM (13) E-Decision Making

Para pemangku kepentingan menyadari bahwa E-Participation harus digerakkan
oleh dua kepentingan yaitu pemerintahan dan masyarakat. Pemerintah berkewajiban
untuk menyediakan informasi di ruang publik secara elektronik (Anshari et al., 2018;
Mergel et al., 2019; Pirannejad et al., 2019). Pendapat pemangku kepentingan ini sejalan
dengan ketiga indikator yang diperlukan dalam E-Participation. Pemerintah menjadi
penyedia informasi dan dokumentasi secara elektronik, digital maupun berbasis kertas
yang konsekuensinya diperlukan ketersediaan infrastruktur dan berbagai layanan
elektronik lainnya. Sementara itu dari sisi masyarakat, para pemangku kepentingan juga
memahami bahwa hak atas informasi adalah hak asasi masyarakat yang diperkuat
dengan undang-undang, sehingga masyarakat seharusnya bersedia menggunakan hak
tersebut dengan mengakses dan memanfaatkan saran prasarana yang dipersiapkan dan
disediakan oleh Pemerintah. Hal ini dituangkan pada Tabel 2 yang menjelaskan dimana
kriteria tersebut telah disepakati dengan oleh para pemangku kepentingan.

Pada setiap daftar pertanyaan yang dibagikan kepada para responden, respon nilai
berada pada range 1 sampai dengan 5, mulai dari sangat rendah (1), rendah (2), cukup
(3), tinggi (4) dan sangat tinggi (5).
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Tabel 2. Kriteria E-Participation

Kode Kriteria

K1 KESEDIAAN mengakses, memanfaatkan dan berkomunikasi untuk
mendapatkan informasi dan dokumen di ruang publik secara elektronik
(masyarakat)

K2 KETERSEDIAAN informasi dan dokumen di ruang publik secara elektronik
(pemerintah/badan publik)

K3 KETERSEDIAAN infrastruktur dan layanan  digital/elektronik
(pemerintah/badan publik)

K4 KESEDIAAN terlibat dalam pengambilan keputusan di ruang publik
(masyarakat)

Selanjutnya, pada Gambar 1 menjelaskan tentang tahap-tahap yang akan digunakan
sebagai panduan pelaksanaan penelitian ini, yang terdiri atas tahap (1) pengumpulan
data, (2) penentuan bobot dan kriteria, (3) penentuan alternatif dan bobot alternatif, (4)
penghitungan nilai alternatif tertinggi, (5) perankingan nilai alternatif tertinggi, (6)
kesimpulan hasil. Perhitungan nilai alternatif tertinggi dilakukan menggunakan formula
MFEP.

PENGUMPULAN DATA

observasi & wawancara dengan
pemangku kepentingan PPID

Stratified Random
Samping

150 responden (masyarakat X, Y, Z)

PENENTUAN KRITERIA DAN BOBOT KRITERIA

Dasar penentuan indikator menggunakan prinsip e- Bobot kriteria diperoleh dari persepsi yang ditangkap
Participation (e-I, e-DM, e-C) dari hasil wawancara

PENENTUAN ALTERNATIF DAN BOBOT ALTERNATIF

Alternatif didasarkan pada hasil wawancara  perhitungan NBE perhitungan TBE

K1, K2, K3, K4)

PENENTUAN ALTERNATIF TERTINGGI

Penghitungan Nilai tertinggi menunjukkan tingkat E-Participation menggunakan algoritma MFEP

A 4

Perangkingan Nilai tertinggi menunjukkan tingkat E-Participation

Kesimpulan Hasil

Gambar 1. Tahapan Penelitian

Keterkaitan indikator dan kriteria yang tertuang pada Tabel 1 dan Tabel 2
digambarkan secara jelas pada Gambar 2. Setiap indikator dikenai empat Kkriteria yang
akan diuji dengan sejumlah pertanyaan sebagai sub kriteria dengan rentang nilai skor
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jawaban antara 1 sampai dengan 5. Pada Gambar 2, dapat dilihat penjabaran dari
masing-masing kriteria. E-Information (I11) sebagai indikator pertama memiliki empat
perspektif, yaitu: K1, K2, K3 dan K4. Demikian juga E-Consultation (I12) dan
E-Decision Making (13).

e-Information [I1]

e-Consultation [12]

e-DecisionMaking

Gambar 2. Indikator dan Kriteria dengan MFEP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kuesioner kepada sejumlah 150 responden, hanya 100 data
responden yang dapat digunakan. Hal ini dikarenakan tidak semua komponen
pertanyaan dijawab dengan baik dan lengkap. Dari data tersebut, maka sesuai dengan
langkah-langkah di dalam penelitian ini (Gambar 1). Dapat diketahui bahwa
E-Participation menggunakan empat kriteria dari dua perspektif, yaitu: pemerintah atau
badan publik, dan masyarakat (Tabel 2) dengan masing-masing memiliki bobot yang
sama yaitu: 0,25. Hal ini berarti bahwa E-Participation tidak dapat berjalan dengan baik
apabila pemerintah dan masyarakat tidak saling mendukung satu sama lain, oleh karena
itu masing-masing kriteria diberikan bobot 0,25 yang dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Kriteria dan Bobot E-Participation

Kode Kriteria Bobot

K1  KESEDIAAN mengakses, memanfaatkan dan berkomunikasi 0,25
untuk mendapatkan informasi dan dokumen di ruang publik
secara elektronik (masyarakat)

K2  KETERSEDIAAN informasi dan dokumen di ruang publik 0,25
secara elektronik (pemerintah/badan publik)

K3  KETERSEDIAAN infrastruktur dan layanan digital/elektronik 0,25
(pemerintah/badan publik)

K4  KESEDIAAN terlibat dalam pengambilan keputusan di ruang

publik (masyarakat)

Hasil dari perhitungan NEF dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil dari kuesioner yang
dibagikan kepada 100 responden dikumpulkan dan kemudian dihitung sehingga
menghasilkan nilai NEF. Sebagai contoh penjelasan terkait hasil pada Tabel 4, diperoleh

nilai

(K1,11)=3,410;

(K1;12)=3,419; (K1;I13)=3,053. Hal ini menjelaskan bahwa

E-Information (11) yang selama ini digunakan oleh badan publik atau pemerintah, antara
lain: website, media sosial (facebook, Instagram, whatsapp), dan email. Kemudian
ditanyakan kepada 100 responden sejauh mana para responden memiliki niat untuk
mengakses E-Information yang disediakan, maka didapatkan hasil 3,410 dimana skor ini
berada pada kategori cukup (skala 1-5).

Tabel 4. Matriks Kriteria-Indikator E-Participation

Nilai Evaluasi Faktor (NEF)

I1 12 I3
K1 3,410 3,419 3,053
K2 3,526 3,462 3,521
K3 3,578 3,508 3,452
K4 3,654 3,483 3,649

Tahap selanjutnya adalah menghitung NBE dan TBE. Hasil dari perhitungan NBE
dan TBE dapat dilihat pada Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.

Tabel 5. NBE E-Information (I11)

Indikator NBF NEF NBE
K1 0,25 3,410 0,853

K2 0,25 3,526 0,882

K3 0,25 3,578 0,895

K4 0,25 3,654 0,914
Total TBE 3,544

Tabel 6. NBE E-Consultation (12)

Indikator NBF NEF NBE
K1 0,25 3,419 0,855

K2 0,25 3,462 0,866

K3 0,25 3,508 0,877

K4 0,25 3,483 0,871
Total TBE 3,469
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Tabel 7. NBE E-Decision Making (13)

Indikator NBF NEF NBE
K1 0,25 3,053 0,763

K2 0,25 3,521 0,880

K3 0,25 3,452 0,863

K4 0,25 3,649 0,912
Total TBE 3,418

Pemeringkatan dari setiap indikator pada E-Participation secara berurutan dari
peringkat tertinggi yaitu: E-Information (11) sebesar 3,544; E-Consultation (12) sebesar
3,469; dan E-Decision Making (13) sebesar 3,418. Berdasarkan hasil ini, dapat diketahui
bahwa tingkat E-Participation dari semua indikator berada pada kategori cukup
(skala 1-5). Dari hasil ini juga dapat dijelaskan bahwa capaian E-Participation menuju
pada skala 4 atau E-Participation Menuju Tinggi.

Dengan memperhatikan tiga indikator dan empat kriteria yang digunakan dalam
penelitian ini, maka E-Participation yang diterapkan untuk mendukung keterbukaan
informasi publik di Indonesia dapat menggunakan model konseptual yang ada dalam
penelitian ini (Gambar 3). Dari model ini dapat dipertimbangkan bahwa E-Information
sebagai fokus utama, E-Consultation sebagai fokus kedua, dan E-Decision Making sebagai
fokus ketiga. Selain itu juga tetap mempertimbangkan aspek kesediaan Pemerintah dan
Masyarakat, serta ketersediaan Infrastruktur dan Informasi & dokumen.

Gambar 3. Model Konseptual E-Participation

KESIMPULAN

Dari penelitian ini diketahui indikator yang digunakan pada E-Participation yaitu: E-
Information, E-Consultation, dan E-Decision Making dengan masing-masing kriteria yang
digunakan yaitu: kesediaan mengakses, memanfaatkan dan berkomunikasi untuk
mendapatkan informasi dan dokumen di ruang publik secara elektronik (masyarakat);
ketersediaan informasi dan dokumen di ruang publik secara elektronik
(pemerintah/badan publik); ketersediaan infrastruktur dan layanan digital/elektronik
(pemerintah/badan publik); dan kesediaan terlibat dalam pengambilan keputusan di
ruang publik (masyarakat). Pada hasil pemeringkatan tiga indikator yang
menggambarkan tingkat E-Participation, menunjukkan bahwa saat ini E-Participation
masyarakat di tiga kota di Jawa Tengah masih dalam tataran cukup. Di masa yang akan
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datang ketiganya harus didorong dan dilakukan akselerasi dengan mengoptimalkan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga level E-Participation meningkat.

Hal yang belum dilakukan dalam penelitian ini adalah menemukan kendala yang
didasarkan atas kriteria dari perspektif masyarakat maupun pemerintah. Penelitian ini
terhenti pada faktor pemicu level E-Participation saja. Sekalipun demikian, penelitian ini
telah berhasil mengetahui faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga
keberlangsungan implementasi keterbukaan informasi publik, sehingga Indonesia akan
menjadi negara dengan demokrasi yang maju serta senantiasa objektif karena setiap
ruang gerak terawasi oleh publik, transparan dan memanfaatkan teknologi secara
optimal.
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